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tsUPATI WAKATOBI
PERATURAN BUPATI WAI(ATOBI

NOMOR : 3r TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI
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BUPATI WAKATOBI,

a. balrwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 7 peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 200g tentang susunan organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kerurahan Kabupatei wakatobi,
maka dipandang perru menetapkan Kedudukan, Tugas pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Kerurahan dalam wilayah 

-Kabupaten

Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturanbupati wakatobi.

1. undang-undang Nomor g rahun ig74 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah de-ngan undang-
Undang Nomor 43 Tahun 19g9 (Lembaran Ne{ara Republi-k
lndonesia Tahun'lggg Nomor 169, Tambahin Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3ggO);

2. Undarrg-Undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tanun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 2g rahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka utara di Provinsi sulawesi renggara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 43Bg);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor B Tahun 2005 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-UncJang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 terrtang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Menimbang :

Mengingat :
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Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
t844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3373);

L Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 159, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4588);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Ftepublik
lndonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

l3.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi
Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan lnstruksi
Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.
3. Bupati adalah BupatiWakatobi.

4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten wakatobi.
5. Kelur:ahan adalah. wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten

Wakatobi dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Lurah dalam wilayah
Kabupaten Wakatobi.

7 ' Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di
lingkungan Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di
wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan {s

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Lurah
mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

b. Pemberdayaan masyarakat;

c. Pelayanan masyarakat;

d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
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g' Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok ,:
dan fungsinya. v-'.' --v-- 

:;

BAB III

ORGANISASI

Bagian pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah;

b. Sekretaris;

c. Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

e. Seksi Pembangunan;

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris
Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruff masing-masing dipimpin oleh seorang Kipala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam
memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, {
keuangan dan perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi ,i
dan pelaporan Kelurahan.

Pasal Z

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat
mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan
dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan,
pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan perundang-undangan;

b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan
keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan;

c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Kelurahan;

d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program
Kelurahan; dan

e.PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehLurahsesuaidengantugaspokok
dan fungsinya. ,it



Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan dan pelayanan Umum

Pasal 8

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umurn mempunyai tugas melakr;anakan
sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman d-an pelunjuk teknis serta
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di Kerlurahan
meliputi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan politik
dalam negeri, penegakan supremasi hukum dan administiasi pertanahern serta
pelaksanaan urusan pelayanan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal g, Seksi
Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyaifungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lnstansi
vertikaldi bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum;

b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil dan
pertanahan;

c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sosial politik, ideologi negara dan
kesatuan bangsa serta pelayanan informasi dan komunikasi;

d. Pelaksanaan koordinasi, penerapan dan penegakan Peraturan perundang-
undangan;

e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta rnelaksanakan upaya
penyelenggaraan ketenreraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik lndonesia
dan atau Tentara Nasional Republik lndonesia mengenai program dan kegiatan
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh-
tokoh adat di wilayah kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban
umum masyarakat;

c. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;

d. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi izin keramaian;
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Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ataspenyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Bagian Keenam

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra

Bagian Kelima

Seksi pembangunan

Pasal 12

Seksi. Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalammenghimpun pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan program pembangunan,
melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya programpembangunan serta melakukan pembinaan terhadap ' p"nv"i"nggaraan
pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pembinaan prooursi, rjistribusidan lingkungan hidup.

pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, SeksiPembangunan mempunyai fungsi :

a' Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program sertapembinaan penyelenggaraan pembangunan;

b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perekonomian meliputi penyelenggaraan
pembinaan perkreditan rakyat, perindustrian dan perdagang"n, 'kop"Lsi 

danUMKM, pertanian, kehutanan, perkebunan dan peiernlkan, pa1wisata,
pekerjaan umum, perhubungan, kelautan dan perikanan serta tata'ruang dan
lingkungan hidup,

c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas
penyelenggaraan l<egiatan pembangunan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra
sebagian tugas Lurah dalam menghimpun
melaksanakan penyusunan program/ kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan kesra.

mempunyai tugas melaksanakan
pedoman dan petunjuk teknis,
dan pembinaan mental spiritual,

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk mendorong partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pembangunan;

b. Pengkoordinasian dan pembinaan pelayanan masyarakat dan kesra meliputi
bantuan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesehatan
masyarakat, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, pendidikan dan
kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga;
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Pelaksanaan pemantauan, pengendarian, evaruasi dan peraporan ataspenyelenggaraan kegiatan oi oioang pemberday""n rvr"rv"rakat dan Kesra, dan
Pelaksanaan tugas rain yang diberikan oreh Lurah sesuai dengan tugas pokokdan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16
(1) Di lingkungan Kelurahan dapat dib_entuk Ketompok Jabatan Fungsional sesuaikebutuhan berdasarkan peraturan perundang-r;o;ng"n yang berraku.
(2) Kelompok Jabatan Fungsionar di ringkungan Kerurahan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas Pemerinlah keturahan di bidang pemerintahan,pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan keahlian dankebutuhan berdasarkan peraturan perundang-rno"ngun yang berraku.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang

|:l|;[r:"r 
ditetapkan berrlasarkan peraturan Ferunoang-unoingan yang

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senioryang ditunjuk, yang berada di bawah'serta oertanggjng;av,ian r,eiaoa luran.
(5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerjaberdasarkan peraturan perundang-undangan y"nj berraku.
(6) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Daram meraksanal.ll lrg.":, .rr"n,"1""1]rl,t"1, 0". Kepara seksi menerapkanprinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lindku;g6n feria miiupun diluar lingkungan kerja Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

pasal 1g

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi perryimpangan agar mengambit langkah-l"ngr"h van-gdiperlukan sesuai dengan peraturan peruidang-uidangan yang uerrai'r.
(2) setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan bawa han masing-masin g oan mlm-uerit<an oimnin jan sertapetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiajmn i"por"n
berkala pada waktunya.

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk- menyusun laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
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(6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu olehpimpinan satuan organisasi bawahannya oan 
- 
oatam rangka pemberianbimbingan kepada bawahan masing-ma#;, *"1il mengadakan rapat berkara.

pasal 1g
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasir guna, masing-masing pejabat daramlingkungan Kelurahan oapai ,i*nJ"i"g"sinan"teilenJrgan-rewenangan 

tertentu
fi!:ffi"Xi,:??t#rl"?:"n;v" '"',"i-oe-ngan t"t"nGn 'oan 

peraturan-Ferrnoans-

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasal 20
(1) Lurah, diangkat oreh Bupati atas usur camat dari pegawai Negeri sipir.(2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala seksi di lingkungan Kelurahan diangkat olehsekretaris Daerar'i atas usur iamat oari pega;airvigeri sipir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

pasal 21

segala biaya yang diperrukan untuk peraksanaan tugas daram ringkunganKelurahan dibebankan pada Anggaran iendapatan oan Eetan;a Daerah.
Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kelurahan dapat diberikan bantuan pembiaiaan ,"rrii peraturan eerunoairg-undangan yang berlaku.

(1)

(2)

if,

BAE} VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

pasat 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai denganPeraturan Perundang-unclangan yang berlaku,



pasal 23
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segara ketentuan yang bertentangandan atau tidak sesuai dinyatakan tiOat berlaku fagi- - '-'

pasal 24
Peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah.kan pengundangan peraturan Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah rc"iirpiLn wakatobi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

PARAF KNNRDITASI
NSI UNIT/ 5AT' 1." i I l;'iRJA PA.RAF
I W'*r6;,;ti*+; u,, ,*, t1
2 Vabq Abu fry:- !,*uw lL/
3 l<rtbqq. \hanit,t+; 2
4 t1aW1. Uitlrrl.ru z(. '
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Diundangkan di Wangi- Wangi
padatanggal 29-6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH ATEN WP,KATOBI,

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2OO9
NOMOR : ?\

Ditetapkan di Wangi- Wangi
pada tanggat tg- s - 2009

r. BUPATI WAI(ATOBTw,/
FlXt"(/a,_
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